
a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan
Utara Nomor 87 Tahun 2017 telah diatur mengenai
analisis jabatan dan analisis beban kerja pada Satuan
Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi
dan kepastian penataan pegawai pada Satuan Polisi
Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara , maka
Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam
huruf a perlu disempurnakan;

c. bahwa berdasarkan pertirobangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan
Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 87
Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis
Beban Kerja Pada Satuan Polisi Pamong Praja;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang­
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6398);

Mengingat

Menimbang

GUBERNURKALIMANTANUTARA,

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

PERUBAHANATASPERATURANGUBERNURKALIMANTANUTARANOMOR87
TAHUN2017 TENTANGANALISISJABATANDANANALISISBEBANKERJA

PADASATUANPOLISIPAMONGPRAJA

TENTANG

PERATURANGUBERNURKALIMANTANUTARA
NOMOR 61 TAHUN2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA



6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang
Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
RepublikIndonesiaTahun 2000 Nomor194,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor54 Tahun 2003 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000
tentang Formasi PegawaiNegeriSipil (LembaranNegara
RepublikIndonesiaTahun 2003 Nomor122,Tambahan
LembaranNegaraRepublik Indonesia Nomor4332);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor40 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16
Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5121);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor6, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-UndangNomor9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor5679);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor5362);
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12.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan ReformasiBirokrasi Nomor41 Tahun 2018 tentang
Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri
Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (BeritaNegara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);

13.Peraturan KepalaBadan KepegawaianNegaraNomor12
Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis
Jabatan;

9. Peraturan MenteriDalamNegeriNomor70 Tahun 2011
tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di
Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara
RepublikIndonesia Tahun 2011 Nomor3);

10.Peraturan MenteriDalamNegeriNomor35 Tahun 2012
tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian
Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara
RepublikIndonesia Tahun 2012 Nomor483);

11.Peraturan MenteriDalamNegeriNomor80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor2036),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan AtasPeraturan MenteriDalamNegeriNomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2019
Nomor157);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan ReformasiBirokrasiNomor33 Tahun 2011 tentang
PedomanAnalisisJabatan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor72 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (LembaranNegaraRepublik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran NegaraRepublikIndonesia Nomor6402);
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(1) Hasil Analisis J abatan dan Analisis Beban Kerja
sebagai prasyarat untuk menyusun peta jabatan,
uraian jabatan, serta jumlah kebutuhan PNS.

(2) Peta jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur
ini.

Pasal5A

2. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal
baru yaitu Pasal 5A,yang selengkapnya berbunyi sebagai
berikut:

1. Ketentuan Lampiran diubah menjadi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Gubemur ini.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubemur Kalimantan
Utara Nomor 87 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan
Analisis Beban Kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja
(Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017
Nomor87), diubah sebagai berikut:

Pasal I

PERATURANGUBERNUR TENTANGPERUBAHANATAS
PERATURANGUBERNURKALIMANTANUTARANOMOR87
TAHUN2017 TENTANGANALISISJABATANDANANALISIS
BEBANKERJAPADASATUANPOLISIPAMONGPRAJA.

MEMUTUSKAN:

14. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor3
Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum
PegawaiNegeriSipil;

15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun
2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 16
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 16).
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IRIANTO LAMBRIE

GUBERNUR KALIMANTANUTARA,

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13D sember ~O19

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur IDl dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Utara.

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Pasal II
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IRIANTO LAMBRIE

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13Desembor 2019

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Utara.

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Pasal II
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BERITADAERAHPROVINSIKALIMANTANUTARATAHUN2019 NOMOR 61

SURIANSYAH

SEKRETARISDAE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13Desember 2919

IRIANTOLAMBRIE

ttd

GUBERNURKALIMANTANUTARA,

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13De ...tiber 201;J

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubemur iru dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Utara.

Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Pasal II
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BERITADAERAHPROVINSIKALIMANTANUTARATAHUN2019 NOMOR ~1

SURIANSYAH

SEKRETARISDAE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13Desembar 2019

IRIANTOLAMBRIE

ttd

GUBERNURKALIMANTANUTARA,

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13Desember 2U19

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur mi dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Utara.

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Pasal II
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KEBUTUHAN PEGAWAI

NO. NAMA JABATAN JABATAN JABATAN JABATAN JABATAN JABATAN KETERANGAN
PIMPINAN ADMINISTRATOR PENGAWAS PELAKSANA FUNGSIONALTINGGI

1 2 3 4 5 6 7 8

I KEPALA SATUAN POLISI PAMONG 1PRAJA
1. SEKRETARlS 1

a) KEPALA SUB BAGIAN
PERENCANAAN DAN 1
KEUANGAN
PENGADMINISTRASI 1KEUANGAN

BENDAHARA 1

VERIFlKATOR KEUANGAN 1

ANALIS PERENCANAAN 2

ANALIS DATA DAN INFORMASI 1

HASIL ANALISA JABATAN DAN ANALISA BEBAN KERJA PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

LAMPIRAN
PERATURANGUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 61 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURANGUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR
87 TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN
KERJA PADA SATUAN POLISI PAMONGPRAJA

-6-



ANALIS PENGELOLAAN 1KEUANGAN

PENGELOLA KEUANGAN 1

b) KEPALA SUB BAGIAN UMUM 1DAN KEPEGAWAIAN
PENGADMINISTRASI UMUM 2

PENGELOLA KEPEGAWAlAN 1

PENGEMUDI 10

OPERATORSPEEDBOAT 2
ANALIS BARANG MILIK 1NEGARA
ANALIS KERJASAMA TEKNIS 1STANDARDISASI

2. KEPALA BIDANG KETERTIBAN 1UMUM DAN KETENTRAMAN
a) KEPALA SEKSI OPERASIONAL 1DAN PENGENDALIAN

PEMELIHARA SARANA DAN 2PRASARANA
PENGELOLA DATA KEAMANAN 2DAN KETERTIBAN

b) KEPALA SEKSI KETERTIBAN 1UMUM
PENGOLAH DATA SATUAN 1PENGAWASINTERNAL
PENGELOLA DATA KEAMANAN 2DAN KETERTIBAN
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3. KEPALA BIDANG PENEGAKAN 1PERATURAN DAERAH

a) KEPALA SEKSI PENEGAKAN 1

PENGELOLA PELANGGARAN 3PERATURAN DAERAH
PENYUSUN RENCANA
PENCEGAHAN DAN 1
PENINDAKAN PELANGGARAN

b) KEPALA SEKSI HUBUNGAN 1ANTAR LEMBAGA
ANALIS KERJASAMA APARAT 1PENEGAK HUKUM
PENGELOLA INFORMASI 1KERJASAMA

4. KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN
MASYARAKAT DAN PEMADAM 1
KEBAKARAN

a) KEPALA SEKSI 1PERLINDUNGAN MASYARAKAT
ANALIS BIMBINGAN 1PELAYANAN DAN KONSULTASI
PENGOLAH DATA 1

b) KEPALA SEKSI PEMADAM 1KEBAKARAN
PRANATA PEMADAM 6KEBAKARAN

ANALIS KEBAKARAN 1

5. JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

POL PP PELAKSANAAN PEMULA 54

POL PPPELAKSANAAN PELAKSANA 4
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IRIANTO LAMBRIE

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13Des ...mber 2019

POL PP PERTAMA 4

PRANATA KOMPUTER PERTAMA 1

Jumlah 1 4 8 47 63

Jumlah Total 123
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IRIANTO LAMBRIE

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal t....Desem~r 2019

POL PP PERTAMA 4

PRANATA KOMPUTER PERTAMA 1

Jumlah 1 4 8 47 63

Jumlah Total 123
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BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR 61

SURIANSYAH

SEKRETARIS DAE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019

IRIANTO LAMBRIE

ttd

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019

POL PP PERTAMA 4

PRANATA KOMPUTER PERTAMA 1

Jumlah 1 4 8 47 63

Jumlah Total 123
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BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR 61 .

Aa.MAt-I JAUHI\fZ.I, tHSURIANSYAH

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019

IRIANTO LAMBRIE

ttd

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 20'9

POL PP PERTAMA 4

PRANATA KOMPUTER PERTAMA 1

Jumlah 1 4 8 47 63
Jumlah Total 123
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LAMPIRAN 11
PERATUR~N GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR b 1 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN OUBERNUR
KALIMANTAN UTARA NOMOR 87 TAHUN 2017

PETA JABATAl'f SATUAl'f POLiSI PAMONG PRAJA
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LAMPIRANII
PERATUR6NGUBERNUR KALIMANTANUTARA
NOMOR b1 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHANATAS PERATURANGUBERNUR
KALIMANTANUTARANOMOR87 TAHUN 2017

PETA JABATAN St\TUAN POLIS I PAMlNG PRAJA



61BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTANUTARATAHUN 2019 NOMOR

IRIANTO LAMBRIESEKRETARlS DAE

ttdDiundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desecber 2 19

GUBERNUR KALIMANTANUTARA,

pada tanggal 1.; .Jcsember 2...1.J.. 17 15
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